BAB II
LANDASAN TEORITIK

A. PENGERTIAN TOLONG MENOLONG

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia tolopg menolong
berasal dari kata tolong dan meholong. Tolong termasuk
kata kerja yang berarti bantu, sedangkan kata menolong
artinya membantu untuk meringankan beban (penderitaan,

kesukaran dan sebagainya) (Depdikbud, 1990 : 956).

Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu ke-
simpulan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolong ada-
lah kegiatan yang bertujuan untuk meringankan beban yang
diderita orang lain, baik beban itu berupa materi maupun
non materi, baik dilakukan secara perorangan maupun seca
ra berkelompok. Tolong menolong juga sama artinya dengan
bantu membantu (Depdikbud, 1990 : 79). Bantu membantu Ju
ga berasal dari kata bantu dan membantu. Bantu termasuk
kata kerja pula, yang berarti tolong, sedangkan membantu
artinya memberi songkongan (tenaga dan sebagainya)supaya

kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya).

Kata tolong menolong di dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia pengertiannya sama dengan kata amal, yang arti
nya perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau suatu

perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat ke-
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baikan terhadap masyarakat atau sesama manusia (memberi
derma, mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana
alam, penderita cacat, orang jompo, anak yatim piatu dan

sebagainya)(Depdikbud, 1990 : 25).

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya ti
dak bisa lepas akan adanya tolong menolong atau bantu
membantu di antara sesama manusia, sebab pada hakekatnya
manusia hidup itu bermasyarakat, manusia tidak akan da-
pat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
Oleh karena itu manusia hidup harus bersedia memberi dan
menerima bantuan dari orang lain guna memenuhi kebutuhan

dalam hidupnya.

Di dalam Islam telah diajarkan prinsip tolong-me-
nolong éebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an surat al-

Maidah ayat 2
sy, 2 N A, o)), W) s,

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (menger jakan)
kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran''’
(Al Qur'an, 5 : 2).

Dalam kitab figh dikenal dengan istilah iqradl
(menghutangi) yaitu memberikan milik sesuatu kepada orang
lain dengan pengembalian yang sama dengan yang diberikan

adalah sunnah, karena mengandung unsur menolong .menghi-
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hilangkan kesulitan ; ini termasuk sunnah muakad. Sebagai
mana hadits riwayat Muslim : "Barang siapa membantu me-
nolong satu diantara beberapa kesulitan duniawi teman =
nya, maka Allah akan melonggarkan satu daril beberapa ke-
sulitannya dihari kiamat dan Allah adalah menolong hamba
Nya selagi hamba itu mau menolong temannya'" (Abu Dawud,

II, t<ts ¢ S58h4),

Pernyataan ayat dan hadits di atas memberi gamba-
ran kepada kita bahwa tolong menolong suatu perbuatan Yg
mulia, baik di mata manusia maupun di hadapan Allah asal
tolong menolongnya tersebut mencerminkan norma-norma su-

sila yang sesual dengan lingkungan di mana manusia 1tu

berada dan bertempat serta yang diridlai oleh Allah SWT.

Jadi, demikianlah pengertian tolong menolong yang
dimaksudkan, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memban
tu meringankan beban orang lain dari penderitaan dan ke-

gengsaraan.
PENGERTIAN UTANG PIUTANG

Utang Piutang berasal dari dua kata yaitu utang
dan piutang. Utang ialah uang yang dipinjam dari orang
lain; kewajiban membayar kemball apa yang sudah diterima
(Depdikbud, 1990 : 1000). Sedang piutang ialah yang yang

dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang), utang piu-
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tang ialah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang
dipinjamkan kepada orang lain (Depdikbud, 1990 : 689).

Sedangkan pengertian utang piutang secara termino
logi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan
berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterimanya

(Abdul Djamali, 1992 : 156).

Ada juga yang mendefinisikan sebagai pemberiaa se
suatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan memba
yar dengan yang sama dengan itu (semisalnya)(Sulaiman Ra

syid, 1987 : 287).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa o-
rang yéng berutang itu mengambil harta dari orang lain
untuk dikuasai dan digunakan sesual dengan kebutuhan me-
reka, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan sebagal
gantinya itu dengan jumlah yang sama dan sejenis. Sedang
orang yang berpiutang adalah menyerahkan miliknya pada

orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.

UTANG PIUTANG YANG DIBOLEHKAN DAN YANG TIDAK DIBOLEHKAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda
yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak pa
dahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang

dapat untuk memenuhinya, sering orang terpaksa berutang
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kepada orang lain, baik utang berupa uang atau barang,
yang akan dibayarkan gantinya pada waktu lain, sesuaicde
ngan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang
bersangkutan. Oleh karena itu utang piutang merupakan
hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-ha-
ri, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang ma
salah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar me
reka mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudara -
nya yang memerlukan. Memberi pertolongan dengan pinjaman
uang atau barang mempunyai nilai kebalkan yang berpahala
di sisi Allah. Memberi utang kepada orang yang memang be
nar-benar memerlukan, bernilai sebagai ibadah dan dalam

waktu sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan
itu dapat difahamkan bahwa utang piutang menurut ajaran
Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang
berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelongga

ran, apabila orang yang berutang benar-benar tidam mam-

pu.

Pada dasarnya utang piutang dalam Islam diboleh -
kan, kecuali dalam hal-hal tertentu utang.piutang tidak
diperbolehkan. Adapun utang piutang yang dibolehkan menu

rut syara', antara lain :

1, Utang piutang yang dilakukan oleh orang yang ahli ta-
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barru' (orang yang punya hak menasarufkan harta suka
rela) dalam barang-barang yang sah menjadi barang pe-
sanan baik berupa binatang atau lainnya.

2. Berhutang yang barangnya sudah jelas dan pasti.

3, Ada kesepakatan terhadap barang yang dihutang antara
penghutang dan pemiutang.

L. Ada akad di antara kedua belah pihak tentang utang yg

akan terjadi (As'ad Ali, 1986 : 209).

Sedangkan utang piutang yang tidak diperbolehkan-

nya, adalah :

1, Utang piutang yang dilakukan oleh orang di bawah per-
walian yang belum mampu membelanjakan hartanya.

2. Menghutangkan harta anak perwalianya tanpa ada darurat

3, Utang piutang yang barangnya belum diketahui jelas.

L. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,

5. Pembayaran yang melebihi harga barang tanpa keridlaan

orang yang berutang (As'ad Ali, 1986 : 210).

DASAR HUKUM UTANG PIUTANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa le
pas darl adanya sifat saliug membutuhkan antara satu de-
ngan yang lainnya, karena itulah Allah memerintahkan un-
tuk saling membantu dan tolong menolong kepada sesama ma

nusia di dalam kehidupan ini, Sebagaimana di dalam Fir-



18

man Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 2 :

T ARG V“l‘* PR JJ&Q})\&\})\)\% :

Artinya : "Dan tolong menolonglah kalian dalam hal keba-
jikan dan tagwa, dan jangalah saling tolomg me
nolong dalam hal dosa dan permusuhan (A1 Qur'
an, 5 ¢ 2).

Juga dalam Hadits Nabi saw. yang berbunyi :

Pl 9,000 07 Kbl s Mo s, sul s,
WA 0 7 i ke 0 B S
T LT & ka7,
)/_\j }.i...__m Q\J,J D ;,-:JL_;\ ;}.ﬁ :L 5{)5\ Ra\)\p _&‘_’,33\ QJQ\;,

(o3, 05)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw.: " Ba-
rang siapa berupaya menghilangkan suatu kesusa
han duniawi seorang muslim, niscaya Allah ba-
kal menghilangkan kesusahan orang itu di hari
kiamat, dan siapa yang berupaya mempermudah O-
rang lain didalamakesulitan, niscaya Allah ba-
kal mempermudah orang itu di dunia dan di akhi
rat. Dan Allah itu selalu menolong hamba-Nya
selagi dia mau menolong saudaranya" (Abu Dawud
11, t.te & 584). -

Dari pengertian ayat dan hadits tersebut di atas
dapat dipahami bahwa kehidupan manusia itu tidak  lepas
adanya sifat saling tolong menolong, berlemah lembut ke-
pada sesama manusia, mengasihi mereka dan memberikan Ja-
lan keluar dari duka duka yang menyelimuti mereka. De~

ngan demikian tidak ada larangan untuk mengadakan uténg

pilutang.
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Hal ini dipertegas dengan adanya ayat-ayat Al Qur
an yang mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan
per janjian utang piutang. Hal ini sebagaimana Firman A-

llah SWT. dalam surat al Bagarah ayat 282 :

Ve
s 03 oy g 3 e NN MY

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah (utang piutang) tidak secara tu-
nai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah ka-
mu menuliskannya" (Al Qurtan, 2 : 282).

r 4 7
(:.Jb\é“f_7t7)&7b ")\j ?S\f_.,u-F'kg\ 25)%_/\5 bfo‘y}) u\ ‘J\Jo
R EE Y B A VA

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam ke-
sukaran, maka berilah tangguh sampali ia berke-
lapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau se-
mua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahuinya"( Al Qur'an, 2 : 280) .

Dan juga disebutkan dalam Hadits Nabi saw :
P P S ;J,g,fa.\ :,\,/'1\ ;f\)’DJj\_x\‘uﬁuA)\f))
-l 2 el

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud, Sesungguhnya Nabi saw. ber-
sabda : Siapa saja orang muslim yang memberi
utang piutang dua kall pada orang miskin lain-
nya, mendapat pahala seperti shadagah dua kall"

(Ibnu Majjah, II, t.t. :318).

Di samping ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi,
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yang tersebut di atas, maka hukum utang piutang juga di
dasarkan pada ijma', bahwa ulama telah sepakat kalau per
janjian utang piutang itu sudah berlaku atau dibenarkan
sejak zaman permulaan Islam hingga kini, dan tidak ada

yang diingkerinya (Ali Fikri, I, t.t. @ 347).

Juga berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, ma
ka hukuﬁ memberi utang kepada orang lain adalah sunnah,
bahkan hukumnya bisa menjadi wajib, Jika orang yang ber-
hutang benar-benar memerlukannya, sebab jika tidak dibe-
ri pinjaman ia bisa terlantar. Dan hukum memberi utang
bisa menjadi haram Jjika utang tersebut misalnya akan di-

gunakan untuk bermaksiat dan lain-lain (Moh. Anwar, 1988

: 53).
RUKUN DAN SYARAT UTANG PIUTANG

Di atas telah disebutkan mengenal pengertian u-

tang piutang yang dapat diambii kesimpulan bahwa utang
piutang adalah salah satu dari bentuk mu'amalah yang me-
1ibatkan dua pihak sebagal subyek, dan a&a suatu barang
yang menjadi obyek. Dl mana selanjutnya dapat mengakibat
kan adanya perpindahan hak milik dari pihak yang satu ke

pada pihak yang lain.

Karena terjadi perpindahan hak milik, maka dibutuh

kan cara-cara yang mempertegasnya bahwa benda yang dijas
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ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Dalam masalah utang piutang, bukan hanya ada unsur
perpindahan obyek, tetapi juga harus ada kerelaan Y§g
penuh di dalam memberikan utang, lebih-lebih di dalam

nya mengandung rasa tolong menolong.

Ijab qabul disebut juga sebagal sighat aqdi ya
itu kalimat yang menggambarkan kerelaan dan kesepaka-
tan kedua belah pihak dalam mengadakan transaksi. Hal

ini harus memenuhi tiga unsur @

a. Harus terang pengertiannya ;

b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul ;

¢. Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang
bersangkutan (Hasbi Ash Shiddiqie, 1974 : 24).

Akad dalam utang piutang adalah akad tamlik, kare-
na itu tidak sah akad tersebut kecuali dengan ijab
dan qabul, seperti ; jual beli dan hibah. Karena itu,
akad dinyatakan sah dengan memakal lafadz gqarad, sa-
laf dan semua lafadz yang mempunyal arti dan maksud
yang sama, Menurut Madzhab Maliki, pemilikan itu ter-
jadi dengan akad saja sekalipun serah terimanya harta
belum terjadi. Orang yang digaradlkan boleh mengemba-
likan semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu se
misal atau tidak selama tidak ada perubahan, maka wa-
jib mengembalikan semisalnya (Sayyid Sabiq, 1988 :
131).
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Menurut madzhab Syafi'iyah, utang pittang itu
dapat terjadi dengan kata-kaia yang jelas dan kata-ka
ta kinayah (sindiran). Utang piutang dengan kata-kata
yang Jjelas misalnya :'Saya utangkan barang ini kepada
mu", sedangkan dengan kata-kata kinayah misalnya :"Am
billah barang ini dengan mengembalikan gantinya'". Dan
tidak diwajibkan melakukan ijab gabul dalam masalah
gardlul hukmi. Yang demikian itu sepertl apabila se-
seorang menemukan seekor binatang (yang diketahui pe-
miliknya), kemudian ia menginfagkan binatang tersebut
maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya ijab dan
gqabul (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 34l1).

Di samping itu disyaratkan antara ijab dan qa-
bul itu harus ada kesesuaian makna, artinya apabila
ucapan gabul itu tidak sesuai dengan ijab atau seba-
liknya, maka utang piutang tersebut tidak sah. Contoh
Seorang (A), mengatakan saya berutang kepadamu uang
sebesar RP. 10.000,-, kemudian dijawab oleh si (B),
Ya. saya utangkan kepadamu sebesar RP. 5.000,-. Utang
piutang semacam ini tidak sah (Khatlb asy Syarbini,
II, t.t. : 117) |

Demikian juga sighat ijab qabul itu haruslah
menggamﬁarkan kesungguhan iradat, tidak diucapkan se
cara ragu-ragu. Karena apabila sighat ijab qabul itu
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tidak menunjukkan kemauan, maka tidak sah akad utang
piutang tersebut (Hasbl Ash Shiddigie, 1974 : 24).

~" syarat-syarat yang Berhutang dan yang berpiutang.

Kedua belah pihak sebagal orang yang berutang
dan pihak lalnya sebagal pihak yang berpiutang harus
lah memenuhi syarat-syarat yang sama seperti jual be-
1i. Disyaratkan sama seperti jual beli itu, karena wa
laupun sifatnya terbuka tetapli sebagal akad diperlaku
kan tanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajib-

annya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

a. Berakal sehat ;

b, Atas kehendak sendiri ;

¢., Bukan pemboros j;

d. Dewasa dalam arti baligh (Abdul Djamali, 1992 :
158) .

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian
yang memberikan miliknya kepada orang lain. Pihak yg
berutang:merupakanipemitik atasutang.yang diterima -
nya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya
dipandang sah apablila dilakukan oleh orang-orang yang
berhak membelanjakan hartanya atau menaysraufkan hak
miliknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan ber
akal sehat. {(Azhar Basyir, 1983 : 37).
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Dengan demikian tidaklah sah apabila utang pi-
utang itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan
Jain-lain. Di sampinggitu pengikut madzhab Syafi'i me
nambahkan, hendaknya orang yang mempunyai kebebaéan
dalam meilih. Sedangkan orang yang berutang disyarat-
kan harus orang yang mempunyal kecakapan dalam melaku
kan perbuatan yaitu baligh, berakal dan tidak glla

(Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 341).

Perjanjian utang piutang ini tidak boleh dila
kuken oleh anak kecil (belum dewasa) atau yang berada
dalam perwalian, sebab anak-anak segala perbuatannya
masih menjadi tanggungjawab orang tuanya atau walinya
Apabila mereka melakukan utang piutang, maka tidak
sah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tetapi Jji
ka anak tersebut sudah mendapat ijin walinya untuk me
lakukan tasharruf, maka sah utangnya sebab menurut hu
kum ia dianggap sudah dewasa (Abdur Rahman al Jaziri,
II, t.t. : 340).

Dalam masalah utang piutang ini, orang yang
memberi syarat atau disyaratkan harus orang yang mem=
punyai kecakapan bertabarru', yaitu cakap dalam mela-
kukan atau melepaskan hak milik tanpa imbalan (Khatib
asy Syarbiny, II, t.t. : 148).

Di syaratkan kecakapan bertabarru' bagi orang

yang memberikan utang adalah karena dalaﬁ per janjian
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utang piutang itu gsering kali adanya tipu daya. Maka

dari itu, seorang wali tidak boleh mengutangkan harta
nya atau hak miliknya kepada orang yang berada dalam
kekuasaannya tanpa adanya keadaan memaksa, karena di-
khawatirkan skan hilang atan musnah, namun hal ini di
perbolehkan HBagl seorang hakim untuk mengutangkan har
ta milik orang yang berada dalam kekuasaannya, walau=
pun tidak dalam keadaan memaksa, apabila orang Yyang
berutang itu diketahui kejujurannya (Khatib asy Syar-
biny, II, tiCae:)118).

Selain anak yang belum dewasa atau dalam perva
lian, maka utang piutang ini tidak sah juga dilakukan
orang-orang tidak sehat akalnya (gila). Anak yang ti-
dak sehat akalnya, maka walinya yang beranak melaku -
kan perbuatan itu, Jadi baginya tidak ada kewa jiban
antuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini sebaga

imana Hadits Nabi saw. yang berbunyi

My e oy s lee s e, il oo,
Y el s o (fu\ Ay ?,lil\fJ= Je.
Viss 57 L Mty s B el

Artinya : "Dari 'Aisyah r.a. dari Nabi saw. bersabda:
Diangkat pena itu dari tiga orang, dari o-
rang tidur hingga ia bangun, dari anak ke-
cil hingga ia dewasa (baligh) dan darlorang
gila sampal dia sembuh benar" (Ahmad bin .
Hanbal, VI, t.t. : 100}.
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~§yarat-syarat Barang yang dihutangkan.

Di samping adanya ijab qabul yang melakukan u-
tang piutang, maka perjanjian utang piutang itu diang
gap teriadi terdapat obyek yang menjadi tujuan diada-
kannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang

akan diutangkan,

Pada umumnya yang berlaku di masyarakat, yang
dijadikan obyek utang piutang itu adalah uang. Misal-
nya, seorang (A) meminjam uang sebesar RP. 10.000,=-
pada (B), dan (B) memberikan (utang) uang tersebut se
sual dengan ketentuan yang telah diperjanjikan, atau

dapat juga berupa benda yang ada persamaannya.

Untuk itu obyek utang piutamg harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut
a. Merupakan benda bernilai yang mempunyal persamaan
(benda mitsil ; pen.) dan penggunaannya mengakibat
kan musnahnya benda utang.
b. Dapat dimiliki.
c. Dapat diserahkan pada pihak yang berutang.
d. Telah ada pada waktu perjanjian (Azhar Bggyir, 1983
: 38).
Di samping itu Abdur Rahman al Jaziry juga me-
nerangkén mengenai syarat-syarat obyek.utang piutang

yaitu :
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a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takar-
an maupun hitungan.

b. Jika utang piutang berupa hewan, maka harus diketa
hul sifat dan umurnya.

¢, Bahwa obyek utang itu merupakan harta seseorang yg
pandai membelanjakan atau manasharufkannya (Abdur

Rahman al Jaziry, II, t.t. : 353).

Setiap barang yang dapat dihutangkan sesual da
ya jangkaunya dalam pelunasan, maka dalam hal ini yg
menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama Jju=-
ga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kemball
atas orang yang mau berutang. Dan perkiraan yang baik
kalau dapat memperhatikan mengenal kehidupan keluarga
pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak
dari calon pengutang. Kemudian perkiraan ini dibading
kan dengan besarnya (jumlah) utangnya. Adapun tujuan
perkiraan supaya jangan sampal menimbulkan beban u-
tangnya. Adapun tujuan perkiraan supaya jangan sampal
menimbulkan beban utang yang berat, sebagaimana pelu-
nasannya tidak dapat dipenuhi (Abdul Djamali, 1992 :
158).

Karena utang piutang itu dilakukan, sebab ada-
nya kebutuhan yang mendesak. Swdah barang tentu benda

yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan
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benda itu habis, sehingga pengembaliannya itu  bukan

barang yang diterimanya waktu dahulu, akan tetapi de-

ngan benda yang diutang waktu dulu itu.

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa ob-
yek qarad itu adalah setiap benda yang sah dipakal se
bagal obyek salam (pesanan). Misalnya barang yang su=
dah ditakar, ditimbang dan.dihitung, seperti beras,
gandum dan lain-lain. Demikian juga obyek utang harus
jelas diketahui timbangan dan ukurannya, misalnya sa-
tu kilo, satu kwintal, dan lain-lain, Qarad dalam ben
da-benda perniagaan dan hewan juga diperbolehkan kare

na dalam salam (pesanan) juga sah.

Madzhab Malikiyah juga menjelaskan bahwa utang
piutang dengan memakai ukuran yang tidak dikenal (ti-
dak berlaku) umum, misalnya timba, blek, kaleng dan
lain-lain adalah sah. Meskipun dalam salam tidak di-
perbolehkan hal yang demikian jtu ‘(Abdur Rahman al
Jaziry, II, t.t. : 343). '

Pengikut madzhab Hanabilah Jjuga berpendapat se
suatu yang menjadi obyek.qarad harus diketahui kadar-
nya (ukurannya). Apabila ditakar harus diketahui taka
rannya dan takéran tersebut harus sudah berlaku umum.
Demikian pula apabila benda itu ditimbang haruslah de

hgan alat penimbangan yang dikenal umum. Qarad yang
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memakai timbangan atau takaran yang tidak berlaku u-
mum (secara tegas) adalah tidak sah, karena itu apabl
la seseorang berutang satu blek gandum atau beras sa-
tu timba tidak sah. Sebab timbangan atau takaran sema

cam itu tidak bisa berlaku (Abdur Rahman al Jaziry,
II' t.tl . 3L|'I+)c

Hal ini berbeda dengan madzhab Malikiyyah yang
memperbolehkan garad yang obyeknya ditakar atau ditim
bang dengan takaran timbangan yang tidak berlaku umum
Barang yang menjadi obyek utang piutang haruslah ba-
rang yang dapat dimiliki, tentunya hal ini dapat dimi
1iki oleh pihak yang memberi atau pihak yang berukang
Sebab dalam utang piutang akan terjadi perpindahan mi
1ik dari yang memberi utang kepada pihak yang . beru-
tang.

"Dapat dimiliki" berarti suatu barang yang da-
pat dijadikan hak milik oleh percrangan dan telah men
jadi milik yang mengutangkan., Dengan demikian benda
yang menjadi milik umum seperti masjid, musium atau
yang sejenisnya tidak boleh menjadi obyek utang piu-
tang.

Apabila barang tersebut sudah menjadi milik
perorangan, selanjutnya barang tersebut harus  dapat

diserah terimakan. Maka tidak diperbolehkan utang ter
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hadap manfaat suatu barang tertentu karena itu tidak

dapat diserahkan (Khatib Asy Syarbini, II, t.t.: 118)

Demikian juga barang yang dijadikan obyek u-
tang piutang itu harus ada pada saat terjadinya utang
piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang
itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang men-
desak sekali, sehingga kalau barang tersebut tidak da
dat diserahkan dan tidak ada, manalah mungkin akan
terjadi utang piutang, sebab tidak akan dapat dinikma
ti oleh pihak yang berutang dan tidak dapat menjadi
miliknya.

Di samping harus terpenuhinya rukun-rukun dan
gyarat-syarat yang telah disebutkan di atas, juga ter
dapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan da-

lam masalah utang piutang yaitu sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembali =
kan atau membayarnya kepada orang yang memberi hu-
tang pada waktu yang telah ditentukan dengan ba-
rang yang serupa atau dengan seharganya.

2. Orang yang menghutangkan dianjurkan memberi tempo,
apabila yang berutang itu belum mempunyai kemampu-
an, dan disunnatkan membebaskan sebagian atau se-
mua plutang bila mana orang yang berutang kurang

mampu membayar utangnya.
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Orang yang mengutangkan berhak mengajukan urusan -
nya kepada hakim (pengadilan) bilamana orang yang
berutang malas membayarnya, kemudian hakim berhak
memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang
yang berutang untuk dibayarkan kepada orang yang
mengutangkannya.

Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila di
anggap perlu.

Disunnatkan kepada orang yang mengutangkan, membe-
baskan sebagian atau semua piutangnya bilamana 0=
rang yang berutang tidak mampu.

Orang yang berutang, berhak menerima sebagian har-
ta zakat, bila ia ‘kurang mampu untuk membayar
utangnya.

Hakim berhak memaksakan atau menyita harta benda
kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan ke=
pada yang mengutangkan.

Disunnatkan kepada craung jalg berutang, memberi Ja
sa (membalas kebaikan) dengan uang atau barang te-
naga kepada orang yang menghutangkan, dengan sya-
rat tidak dijadikan waktu akad.

Mngutangkan suatu benda dengan syarat, sekaligus
menggadaikan itu hukumnya sah (Abi Yahya Zakaria
al Anshari, I, t.t. : 192).

Perjanjian utang piutang juga disyariatkan

secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar Jjangan
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sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenal be
sar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Sebagai-

mana Firman Allah SWT. dalam surat Al Bagarah 282 :

/
RN :a}:.“- "y;,l"\uu“"" ‘5_?\ J\g_’_ )36\3{\}3\:’\\_5;"‘“\ '2.3‘3\\-%{\\;.

Artinya : "Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'smalah (utang piutang) tidak secara
tunai.untuk waktu yang ditentukan, hendak =
1ah kamu menuliskannya'" (Al Qur'am, 2 : 282)

Pencatatan ini disyari'atkan supaya mereka mu-
dah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang un
tuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Di samping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang

piutang diperlukan juga adanya saksi, untuk menjaga

agar Jjangan sampal terjadi perselisihan dikemudian ha

ri. Sebab tanpa adanya saksl mungkin yang satu akan

mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Apabila dalam perjanjian utang piutang terse-
but pidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada
barang jaminan yang dapat dipegang sebagal ganti ada-
nya saksi dan tulisan. Tapi apabila semua ini tidak
didapatkan, maka boleh tidak pakai saksi, tulisan a-
tau borg (jaminan). Sebagaimana Firman Allah dalam su

rat al Bagarah ayat 283 :
7
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- {A{ * D-:r'_"\\ = é:.,j “__,\L\ N



3y

Artinya : "Akan tetapi Jjika sebagian kamu mempercayal
sebaglan yang lain, maka hendaklah yang di
percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)
dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tu-
hannya'" (Al Qur'an, 2 : 283).

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang Yyang
melakukan utang piutang saling percaya karena sang-
ka baik dan yakin bahwa orang pang berhutang tidak a-
kan menyangkal dan tidak akan mengingkari utangnya,
atau dalam keadaan darurat yang tidak ditemuli barang
jaminan, maka diperbolehkan untuk memberi utang hanya
dengan jeminan kepercayaan (Ahmad Musthafa al Maraghi
III, 1986 : 136).

Ketentuan mengenai perintah penulisan, pengada
an saksi dan barang tanggungan (borg) adalah perintah
sunnah dan irsyad, yaitu deml kebalkan, kehati~hatian
dan memelihara kepentingan agama di dunia (Hamzah Ya'

kub, 1984 : 84).

F. PEMBAYARAN UTANG

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa utang piu-
tang adalah merupakan pemberian dari pihak berpiutang ke
pada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayarkan
kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh
karenanya, jika utang telah dibayar, maka berakhirlah u-
tang piutang itu (Azhar Basyir, 1983 : 41).
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Mengenai masalah pembayaran utang ini ada bebera-
pa hal yang perlu diperhatikan i
1. Siapa yang berhak menagih utang ;
2. Siapa yang wajib membayarkan ;
3, Waktu pembayaran ;
4, Tempat pembayaran ;

2" Sesuatu yang dibayarkan { Azhar Basyir, 1983 : 41).
Hak Tagihan utang.

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pi
hak berpiutang sendiri atau wakilnya Jjika ia mewakilkan
kepada orang lain, atau walinya jika ia berada di bawah
perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah meninggal du
nia, atau orang yang menerima wasiat, jika sebelum mati

meninggal ia memberikan wasiat tersebut.

Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau
menagih, pihak berutang dapat mengajukan hal itu kepada
hakim, dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada
pihak berpiutang untuk menerima bayaran kembalal piutang
nya (Azhar Basyir, 1983 : 42).

Yang Wajib Membayarkan.

Pada dasarnya yang berkewajiban membayarkan utang
adalah pihak yang berutang sendiri, atau wakilnya, Jjika

ia mewakilkan kepada orang lain; atau walinya, jiak ber-



36

ada di bawah perwalian, atau orang yang menanggungnya,
jika ada orang yang menanggungnya, baik pada waktu per -

janjian dibuat maupun sesudahnya.

Ahli waris pihak berutang berkewajiban membayar -
kan utang-utang si mati sekedar yang daﬁat dipenuhi de-
ngan hartanya yang ditinggalkan, mereka tidak berkewaji=
ban menutup kekurangannya dari harta pribadi, dalam hal
harta peninggalan tidak cukup untuk membayarkan utang=-

utang si mati.(Ibid, 42).

Waktu pembayaran.

Pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesual
isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua be-
lah pilhak. Pada saat pembayaran yang wajib dikembalikan
hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak di
benarkan dalam . perjanjian berisikan tambahan melebih -
kan dari jumlah yang diterimanya, maka pengembalianyapun
dilarang memberikan penambahan, Tetapi kalau yang berhu-
tang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran dari
hutang yang diterima, maka kelebihan itu boleh diterima
dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang (Abdul Djama-
1i, 1992 : 159).

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam

perjanjian, maka kewajiban pembayaran kembali utang itu
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pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun

baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Jika pihak berutang melepaskan haknya atas teng-
gang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dapat

lah pihak berpiutang dipaksa menerima pembayaran utang
Tempat Pembayaran.

Pada dasarnya pembayaran hutang dilakukan di tem-
pat terjadinya perjanjian. Jika pihak berpiutang ber jum-
pa dengan pihak berutang di tempat lain, kemudian melaku
kan tagihan atas utangnya, padahal utangnya bukan merupa
kan sesuatu yang jika dipindahkan atau dibawa memerlukan
beaya seperti uang, maka pihak berutang harus membayar -
kannya,iisebab pembayaran seperti itu dilakukan di tempat
atap di tempat lain sama saja. Jika plutangnya merupakan
jenis barang yang Jjika dipindahkan atau dibawa memerlu -
kan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pengembali
an utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak
menolak, sebab jika ia menerima akan memikul beban biaya
memindahkan atau membawanya ke tempat lain, dan pada da-
sarnya, tempat menerima pembayaran utang adalah di tem~

pat perjanjian ( Azhar Basyir, 1983 : Lk).

Sesuatu yang Dibayarkan.

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utani
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menjadi tanggungan pihak berutang. Hal ini logis, sebab
pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan da
ri piutang yang diberikan, maka sebaliknya ta tidak da-
pat dibebani risiko beaya-beaya yang diperlukan untuk

pembayaran kembali.

Pada dasarnya pembayaran utang dilakukan dengan
membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang. Jika u-
tang berupa barang tertentu, maka pembayarannyapun beru-
pa barang yang sejenis dengan utangnya. Misalnya, utang
beras dibayar dengan beras. Jika utang berupa uang, maka
pembayarannya juga berupa uang. Pembayaran dengan sesua-
tu yang lain, sebagai ganti sesuatu yang sejenis, hanya
dibenarkan jika tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang
sejenisnitu, dan atas persetujuan pihak berpiutang pula

(Azhar Basyir, 1983 : L46).



